BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disampaikan beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Hasil identifikasi faktor penyebab calon penyedia jasa melakukan pendaftaran
lelang sebanyak 21 variabel dan calon penyedia jasa tidak memasukan
dokumen penawaran sebanyak 58 variabel. Setelah dilakukan uji validitas dan
reliabilitas hanya terdapat 14 calon penyedia jasa melakukan pendaftaran
lelang variabel dan 52 variabel calon penyedia jasa tidak memasukan
dokumen penawaran yang lolos uji.

Hasil analisis faktor calon penyedia jasa melakukan pendaftaran lelang
menghasilkan 3 faktor dengan peringkat (1) keuntungan penyedia
jasa/perusahaan, (2) hukum dan peraturan, (3) kepentingan pribadi.
Sementara faktor yang menyebabkan calon penyedia jasa tidak melakukan
pemasukan penawaran menghasilkan 5 faktor dengan peringkat (1) waktu dan
informasi pekerjaan, (2) kemampuan penyedia jasa/perusahaan, (3) proses
pelelangan dan persekongkolan, (4) lain-lain dan (5) administrasi pelelangan
dan LPSE.

Hasil analisis korelasi antara rasio pendaftaran dan pemasukan dokumen dan
rasio antara harga pemenang dan HPS bahwa terjadi korelasi negatif yang
menunjukkan bahwa jika rasio penawaran tinggi maka rasio harga penawaran

terhadap HPS menjadi rendah atau sebaliknya.
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Dampak yang terjadi akibat dari calon penyedia jasa mendaftar tetapi tidak
memasukan penawaran yaitu iklim pelelangan kurang kompetitif sehingga
akan sulit mencari harga penawaran yang wajar.

Solusi yang diusulkan ke pihak pemerintah/pengguna jasa untuk mengurangi

dampak dari calon penyedia jasa mendaftar lelang tetapi tidak memasukan

dokumen penawaran yaitu :

a. Membuat aturan yang mendukung untuk memberikan sangsi yang tegas
kepada calon penyedia jasa yang melakukan pendaftaran tetapi tidak
memasukan dokumen penawaran.

b. Memperbaiki dan menyempurnakan sistem aplikasi LPSE

c. Menghindari melakukan pelaksanaan lelang pada saat mendekati tahun
anggaran berakhir.

d. Melakukan secepatya proses evaluasi secara transparan, dengan cara
menampilkan seluruh hasil evaluasi kedalam website pelelangan yang
digunakan.

e. Membuat gambar teknis yang lengkap sehingga tidak menimbulkan
banyak pertanyaan dari calon penyedia jasa. Hal ini dikarenakan sistem
penjelasan pelelangan (aanwijzing) dilakukan dengan menggunakan
percakapan via internet saja sehingga keleluasaan bertanya menjadi sangat
terbatas.

f.  Mengikutsertakan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan
pada saat pelaksanaan konstruksi berlangsung, sehingga menggurangi rasa
khawatir dari calon penyedia jasa bila dilakukan audit.

g. Membuat syarat pelelangan sesederhana mungkin.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , maka dapat disampaikan beberapa

saran sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan terhadap responden penyedia jasa pemborongan.
Untuk mengetahui perbedaan variabel yang digunakan antara jasa
pemborongan dan jasa konsultansi maka perlu dilakukan penelitian serupa
dengan target responden penyedia jasa konsultansi.

2. Dalam penelitian ini menggunakan Exploratory Factor Analysis (EFA).
Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan kajian lebih mendalam dengan

metode Confirmatory Factor Analysis (CFA).
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